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BAB XIX
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP
SLACKDENGAN TEKANAN SOSIAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

Abdul Halim!, Saring Suhendro?
1.  Universitas Gadjah Mada
2. Universitas Lampung

PENDAHULUAN

Pengangparan daerah sering menjadi isu penting yang menjadi sorotan
masyarakat, karena anggaran daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan
kekayaan suatu daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat perencanaan,
pengendalian, dan instrumen kebijakan atas pengelolaan dan pela;an:aan program
atau kegiatan yang dibiayai dengan dana publik (Mardiasmo, 2002). Sebagai instrumen
kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan
kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat
untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang
akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja,
alat untuk memotivasi para pegawal, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari
berbmu.n.it kerja (Jones & Pendlebury, 1996).

Menurut Mardiasmo (2002) proses dan siklus anggaran daerah terdiri dari empat
tahap, yaitu: perencanaan dan persiapan, ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan
evaluasi. Kegiatan atau program aksi daerah tetlebih dahulu harus direncanakan dan
disiapkan, kemudian disahkan untuk diimplementasikan kemudian diakuntansikan,
dan dilaporkan dan dievaluasi. Penganggaran merupakan aktivitas terus menerus dari
mulai penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Proses ini dikenal dengan siklus anggaran (budgeting cycle). Siklus ini tidak berjalan
secara estafet, tetapt mengalami proses simultan (gambar 1).

Pada tahap penyusunan dan persiapan anggaran daerah yang dilakukan ketika
alokasi sumber dana untuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Aparat SKPD
mengestimasi pendapatan dan mengalokasikan belanja. Pada tahap ini, kemungkinan

munculnya slack positif yang disengaja oleh aparat daerah masih terlalu tinggi
(Mardiasmo, 2001).
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Pelaksanaan

Gambar 1. Siklus Anggaran Daerah

Pada tahap penyusunan dan persiapan anggaran, estimasi untuk pendapatan dan
pengeluaran jarang akurat yang disebabkan karena adanya asimetri informasi (Otley,
1985). Asimetri informasi ini muncul ketika bawahan memiliki informasi yang lebih
baik dari atasan. Ketidakseimbangan informasi ini dapat digunakan salah satu pihak
untuk mengambil keuntungan dan disimilah muncul dysfunctional bebarvior dari para
manajer. Pada proses penyusunan anggaran munculnya dorongan dari manajer-
manajer yang dilibatkan dalam proses penyusunan angparan akan menyatakan
pendapatan mrffeimmrﬁ dan pengeluaran orerestinate.

Ketentuan bahwa jumlah rencana pendapatan yang dimuat dalam anggaran
daerah merupakan batas terendah yang harus dicapai, dan jumlah rencana
pengeluaran merupakan batas tertinggi, cenderung memunculkan sl positif yang
disengaja (intended positive budeetary slack). Bisa terjadi bahwa target penerimaan yang
dinyatakan dalam anggaran daerah bukan merupakan target yang sesuai potensi riilnya
tetapi target yang jauh lebih rendah dari potensinya. Dalam situasi ini, akan tersedia
cadangan dana dari penerimaan daerah yang dapat digunakan tanpa harus
mempertanggungjawabkannya. i sisi pengeluaran, jumlah pengeluaran dapat di
mark-up agar batas pengeluaran maksimal dapat ditingkatkan, Hal ini akan ada
kelebihan dana yang dapat dialokasikan pada beberapa pos pengeluaran yang bersifat
miscellanenns (Mardiasmo, 2001).

Fenomena slack merupakan konsekuensi dari anggaran daerah yang disusun oleh
manajer sebagai bentuk partisipasi penyusunan angpearan (Merchant, 1985; Young,
1985; Nouti et al., 1996; dan Indriantoro, 2000). Pada era reformasi pengelolaan
keuangan negara/daerah, proses penganggaran di pemerintah daerah mengede-
pankan adanya aspek partisipasi dalam penyusunannya. Partisipasi aparat pemetintah
daerah dalam proses penganggaran daerah mengarah pada seberapa besar tingkat
keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta
pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran, Pejabat yang terlibat dalam proses
penyusunan dan pengusulan anggaran daerah adalah para manajer level menengah
dan bawah.

Reformasi anggaran yang meliputi perubahan proses penyusunan APBD (budget
process reforme) diharapkan dapat menghasilkan anggaran daerah vang benar-benar
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mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat
terhadap pengelolaan keuangan daerah secara nomis, efisien, dan efektif dengan
mendengarkan suara masyarakat. Reformasi memberikan kesempatan lebih besar
kepada elemen masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan/kontrol anggaran
daerah terhadap eksekutif dalam proses penyusunan anggaran. Sarana dan meka-
nismenya adalah melalui public budget hearing dalam rangka untuk memonitor dan
mengkoreksi rancangan APBD  yang digjukan oleh eksekutif, Stede (2000)
mempertegas bahwa sleck dapat dikurangi dengan menerapkan sistem pengawasan
anggaran yang ketat.

Salah satu upaya untuk meminimalkan asimetri informasi adalah melalui sistem
kontrol. Fozaard (2001) menyatakan bahwa usaha untuk mengurangi asimetri
informasi pada organisasi pemerintah adalah adanya sistem kontrol eksternal terhadap
cksekutif melalui pengawasan dan monitoring, Sistem kontrol eksternal melalui
tekanan sosial terhadap eksekutif yang efektif akan mampu mengurangi slack pada
saat penyusunan anggaran. 1

Young (1985) menyatakan bahwa tekanan sosial merupakan perasaan yang
dirasakan oleh bawahan yang mampu mencegah bawahan dari salah penyajian dirinya
sendiri ketika atasan memiliki informasi atas produktivitas bawahan (asimetri
informasi). Tekanan sosial yang merupakan bagian dari pengawasan pada saat proses
penyusunan angparan dilakukan secara formal maupun non formal (Yuhertiana,
2004). Pengawasan secara formal dilakukan oleh legislatif sedangkan pengawasan
secara informal oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan publikasi media. Peran
legislatif sebagai wakil rakyat akan mewakili aspirasi rakyat yang diwakilinya. Lepislatif
sebagal wakil rakyat berperan sebagai prinsipal akan melakukan kontrol terhadap
anggaran, Peran LSM sebagai lembaga yang berorientasi sosial dan politik senantiasa
mengkritisi secara tajam proses-proses penentuan kebijakan dan anggaran yang
berlangsung di pemerintah daerah. Peran media sangat strategis dalam rangka pem-
beritaan mengenai persoalan sosial dan politk di pemerintah daerah terhadap
permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemberitaan media mampu
memberikan informasi dan membentuk opini publik secara cepat.

Pengawasan dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengkritisi usulan
angparan pendapatan dan belanja agar lebih transparan dan memiliki akuntabilitas
tinggl yang mengarah pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan anggaran yang
berkualitas. Peran ketiga aktor tersebut akan mempengaruhi keputusan dalam mene-
tapkan alokasi anggaran (Mas’oed, 2003).

Banyak penelitian pada sektor publik khususnya pada entitas pemerintah daerah
yvang menguji pengaruh partisipasi penganggaran tethadap slack (Suhartono, 2006;
Pahurutu, 2005; Fani, 2011; Rahmiat, 2013; Sandrya dan Wirawan, 2013). Namun,
masih sedikit penelitian yang menguji upaya yang dilakukan untuk mengurangi slack
oleh pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses
penyusunan anggaran daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi partisipasi penyusunan anggaran
vang mempengaruhi ok dengan tekanan sosial sebagai variabel moderasi. Selain itu,
menginvestigasi tekanan sosial manakah yang mampu memberikan tekanan sosial
paling besar dalam menekan dysfungsional bebavior aparat pemerintah daerah.

321




ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi manajemen
bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah perlu memberikan perhatian
terhadap tekanan sosial dalam rangka mengurangi sack pada saat penyusunan
angparan pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan
kontribusi praktis bagi pemerintah daerah yaitu agar selalu melibatkan secara intens
lembaga-lembaga formal dan non formal dalam proses penyusunan anggaran dan
bukan hanya sekedar untuk memenuhi azas formalitas atas pengelolaan dan
pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dana publik

Bagian selanjutnya dari tulisan dari hasil penelitian ini diorganisasikan seperti
berikut ini. Bagian 2 membahas mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan
hipotesis. Bagian 3 akan membahas mengenai metode penelitian. Sedangkan untuk
pembahasan hasil dan kesimpulan dijelaskan pada bagian 4 dan 5.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori keagenan

Fenomena r»{a dapat dipahami dalam konteks masalah keagenan. Jensen dan
Meckling (1976) menyatakan bahwa dalam suatu hubungan antara privcpal dan agent,
dimana agent bertindak untuk kepentingan privapal-nya, pada suatu saat jika tujuan
principal dan agent tidak sejalan maka, aggent akan cenderung untuk melakukan
kehendaknya untuk mencapai tujuannya sendiri. Jika hal imi terjadi dalam proses
penyusunan angparan, maka disebut sebagai sk (Moore & al, 2000 dalam
Yuhertiana, 2004).

Dalam konteks hubungan tersebut, kedua pihak berusaha memaksimumkan
kepentingan masing-masing sehingea munculnya potensi ageney  problems.  Agent
memiliki potensi besar untuk memaksimumkan kepentingannya dalam kontrak
jangka pendek yang dimotivasi oleh beberapa motivasi. Salah satu motivasi slack
adalah adanya slack positf yang disengaja (intended positive budgetary slack) (Mardiasmo,
2002). Penyebab slack ini karena adanya asymetric informeation antara aparat daerah dan
pihak eksternal eksekutif (Jensen dan Meckling, 1976). Asymetric information ini terjadi
karena aparat pemerintah daerah memiliki informasi lebih tentang kondisi institusi

dibandingkan dengan para pihak eksternal.

Sﬂcjmﬂuence

Perilaku individu dipengaruhi oleh i {{ffJaksinya dengan lingkungan sosial. Teori
yang menjelaskan tentang hal ini adalah teori social influence. Teori ini berhubungan
dengan efek interaksi sosial terhadap individu. Riset awal tentang teoti social influence
dilihat pada temuan Allport dalam Stede (2000) bahwa individu akan memberi
penilaian yang lebih konservatif pada kondisi dimana ada keberadaan orang lain
daripada dalam keadaan terisolasi.

Young (1985) menyatakan bahwa tekanan sosial merupakan perasaan yang
dirasakan oleh bawahan pada saat penyusunan anggaran agar tidak salah penyajian
ketika atasan memiliki informasi atas produktivitas bawahan. Mengacu pada definisi
tersebut, maka tekanan sosial yang dirasakan oleh manajer di pemerintah daerah pada
saat penyusunan anggaran tidak menyembunyikan kapasitas produktifnya ketika ada
pengaruh dari pihak lain yaitu elemen masyarakat sebagai sosial kontrol. Tekanan
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sosial merupakan bagian dari suatu sistem kontrol. Stede (2000) mempertegas bahwa
slack dapat dikurangi dengan menerapkan sistem kontrol anggaran yang ketat.

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Slack

Peneliian mengenai rlack biasanya dikaitkan dengan akibat partisipasi penyu-
sunan anggaran }-'angaemungkinkan seorang manajer cenderung melakukan slack
(Blanchette, 2002). Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran dan skck memiliki hubungan positif dan signifikan (Lukha,
1988; Young, 1985; dan Pahurutu (2005). Tingkat partisipasi yang tinggi dari para
manajer dalam proses penyusunan angparan akan memberikan kesempatan dalam
menciptakan slack secara langsung,

Young (1985) mengemukakan bahwa bawahan tidak melaporkan informasi
kepada atasan untuk membantu proses penyusunan anggaran. Atasan memberi
wewenang kepada bawahan dengan harapan agar bawahan melakukan usaha yang
terbaik bagi orpanisasi, Namun, sering keinginan atasan tidak sama dengan bawahan
sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. Bawahan cenderung memberikan
informasi yang bias agar angparan mudah dicapai dan dapat memberikan rward
berdasarkan pencapaian anggaran, sehingga hubungan partisipasi penyusunan
anggaran dan skek menjadi positif, yaitu semakin tinggl partisipasi penyusunan ang-
garan akan semakin tinggi pula keinginan bawahan untuk melakukan sfacké. Dengan
melakukan slack diharapkan sasaran dapat mudah dicapai dan risiko kegagalan
mencapal sasaran dapat diperkecil. Apar sasaran anggaran dapat mudah dicapai maka
bawahan cenderung akan melakukan slack.

Di pemerintah daerah kemungkinan munc-‘a stack positif yang disengaja
masih terlalu tinggi (Mardiasmo, 2001). Ketentuan bahwa jumlah rencana penerimaan
yang dimuat dalam anggaran daerah merupakan batas terendah yang harus dicapai,
dan jumlah rencana pengeluaran yang dimuat dalam anggaran dacrah merupakan
batas tertinggi, cenderung memunculkan slack yang positif yang disengaja (intended
positive budgetary slack). Bisa terjadi bahwa target penerimaan yang dinyatakan dalam
angparan daerah bukan merupakan target yang sesuai potensi rilnya (apa adanya)
tetapi target yang jauh lebih rendah dari potensinya. Di sisi pengeluaran hal yang sama
juga dapat terjadi. Berdasarkan ketentuan di atas dan karena tidak adanya standar
analisa belanja, maka jumlah pengeluaran dapat di maré-sp agar batas pengeluaran
maks dapat ditingkatkan.

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran membuat
manajer bawahan akan berperilaku disfungsional. Dengan dasar bahwa anggaran
digunakan sebagai dasar penilaian kinerja mereka, maka bawahan cenderung
mengangparkan lebih pada saat menyusun anggaran belanja dan menganggarkan
kurang pada saat menyusun anggaran pendapatan. Hipotesis yang diajukan adalah
sebagai berikut:

Hy: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
senjangan anggaran pada penyusunan anggaran pemerintah daerah.
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Peran Moderasi Tekanan Sosial terhadap Hubungan antara Partisipasi
Penganggaran dan Slack

Masalah yang muncul dalam proses pengangparan adalah bagaimana agar
bawahan menyajikan secara jujur informasi privatnya terutama ketika informasi
ebut digunakan dalam mengevaluasi kinerja bawahan. Apabila kinerja bawahan
dinilai berdasarkan tingkat pencapaian anggaran, maka bawahan cenderung untuk
menyembunyikan informasi privatnya. Bawahan yang memiliki informasi privat
tentang kapasitas produktifnya, maka mereka memiliki kemungkinan untuk
menyajikan informasi yang tidak akurat mengenai kapasitas produktifnya (asimetri
informasi).

Manajer-manajer  berpartisipasi  dalam  proses  penganggaran  dengan
mengkomunikasikan informasi berkenaan dengan lingkungan lokal kepada superion
Jadi, manajer-manajer dapat memfokuskan pada aktivitas keseluruhan dalam unitnya
tanpa berkonsentrasi pada bagaimana keputusannya mempengaruhi unit lain atau
organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pada proses partisipasi penyusunan
angparan bawahan mungkin menyajikan tdak tepat informasi-informasi privatnya
yang dapat menyebabkan anggaran menjadi slack (Merchant, 1985; dan Young, 1985).
Karena itu, ketika partisipasi bawahan yang memungkinkan atasan mengakses ke
informasi privat, asimetri informasi memungkinkan shkek ditingkatkan dengan
partisipasinya dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi dalam proses pen}’m'lan dan pengusulan angparan daerah, aparat
pemerintah daerah akan merasa adanya pengaruh orang lain/pihak lain yang
disebutnya sebagai tekanan sosial. Secara lebih spesifik, manajer-manajer unit
pertanggungjawaban dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan luar. Stede
(2000) menemukan bahwa telmn sosial dapat mengurangi jumlah sleck pada
anggaran bawahan. Keinginan manajer untuk memperbesar skick dapat dikurangi
dengnmenerapkan sistem kontrol anggaran yang ketat.

Tekanan sosial merupakan perasaan yang dirasakan oleh bawahan yang mampu
mencegah bawahan dari salah penyajian dirinya sendiri ketika atasan memiliki
informasi atas produktivitas bawahan. Jika tekanan sosial yang dirasakan oleh
bawahan dalam proses perencanaan angparan tinggi, maka slack yang terjadi akan
kecil. Demikian juga scbaliknya, jika tekanan sosial yang dirasakan oleh bawahan
dalam proses perenca anggaran rendah, maka slack yang terjadi akan besar.

Young (1985) mengemukakan na.hwa dalam hubungan antara partisipasi
penyusunan anggaran dengan slack ada variabel pemoderasi yang turut mempengaruhi
hubungan kedua variabel yaitu tekanan sosial. Variabel tekanan sosial secara potensial
mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack.
Young (1985) mengemukakan bahwa hubungan partisipasi dalam penyusunan
anggaran dengan slack akan berpengaruh negatif dengan tingkat tekanan sosial yang
tinggn akan berpengaruh positif apabila tingkat tekanan sosial rendah.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diungkapkan bahwa partisipasi penyu-
sunan anggaran akan lebih efektf apabila manajer menyajikan informasi mengenai
kapasitas produktifnya secara akurat dengan adanya tekanan sosial yang tinggl.
Dengan kata lain, tingginya sleck yang dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan
anggaran yang efektif, disebabkan karena adanya tekanan sosial yang tinggi. Tetapi
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partisipasi penyusunan anggaran ini tidak akan efektif apabila manajer dengan tekanan
sosial yang rendah sehingga slack yang dicapai akan tingpi pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara
partisipasi penyusunan anggaran dengan siack dapat diperbaiki dfgEhn mempertim-
bangkan peranan variabel pemoderasi. Tekanan sosial mempunyai pengaruh terhadap
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan sl Untuk mengetahui
apakah tekanan sosial berperan sebapai variabel pemoderasi, dapat dilihat pada
partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer }fﬂﬂﬂ]&n}-‘&mbun}-‘ikan
informasi privatnya (asimetri informasi tinggi dan rendah). Pada kelompok manajer
dengan tekanan sosial tinggi akan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack. Sebaliknya partisipasi peras—
unan anggaran yvang dilakukan oleh manajer dengan tekanan sosial rendah akan
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran
dengan slack. Pernyataan ini dim_,—'an dalam bentuk hipotesa sebagai berikut:

H?: Tekanan sosial mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap
slack

Tekanan sosial dalam proses penganggaran daerah berasal dari proses peng-
awasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh DPRD dan
pengawasan eksternal oleh LSM dan Media Masa. Ketiga aktor yang terlibat dalam
proses pengawasan penyusunan anggaran pemerintah daerah, berperan dalam
mengurangi dampak partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack. Oleh karena itu,
peran ketiga aktor tersebut dirumuskan dalam hipotesis berikut ini.

HZa Tekanan sosial dari DPRD mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan

anggaran terhadap sk
Hzb Tekanan sosial dari LSM mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan
anggaran terhadap slack

H2c Tekanan sosial dari Media Masa mengurangi pengaruh partisipasi
penyusunan anggaran terhadap slack

——————————————————————————————————————————————————————————
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METODE PENELITIAN
Pemilihan Sampel

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metoda survey.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Pertimbangan pertama
adalah comventence sample yaitu sampel nonprobabiliti yang elemen-elemen sampel
didasarkan kepada kemudahan aksesibilitas dalam memperoleh a. Pemerintah
daerah yang memiliki kemudahan akses bagi peneliti adalah Pemerintah Kota
Pekalongan-Jawa Tengah, Pemerintah Barito Titnur—KaﬁmanLB engah, Pemerintah
Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan-Lampung, Pemerintah
Kabupaten Mesuji-Lampung, Pemerintah Lampung Timur-Lampung, Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Provinsi Bali.

Pertimbangan kedua adalah responden penelitian ini merupakan aparat
pemerintah daerah yang tetlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran daerah
(kepala dinas/badan, kepala bagian anggaran, kepala subbagian anggaran, kepala
bidang anggaran, dan kasie anggaran) pada pemerintah daerah di Indonesta.

Teknis pengumpulan dara dilakukan dengan cara mengirimkan kuisioner kepada
Pemerintah Daerah. Jumlah kuisioner yang dikirimkan untuk masing-masing
pemerintah daerah adalah sebanyak 40 kuisioner, sehingga total kuisioner yang
dikirimkan adalah 300 kuisioner.

Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel Dependen

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan seberapa besar tingkat keterlibatan
aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya
untuk mencapal target anggaran. Aparat pemerintah daerah yang tetlibat dalam proses
penganggaran pemerintah daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam
pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadafarget anggaran.

Untuk mengukur partisipasi penyusunan anggaran menggunakan 6 (enam)
instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Milani (1975). Item-item pertanyaan
tentang partisipasi penyusunan anggaran meliput: (1) seberapa besar keterlibatan
Bapak/Ibu dalam pengusulan dan penyusunan anggaran bidang yang menjadi
tanggungjawab Bapak/Ibu, (2) apakah atasan Bapak/Ibu memba(an alasan yang
logis jika merevisi anggaran yang Bapak/Ibu susun atau usulkan, (3) seberapa sering
Bapak /Ibu mengajak atasan mendiskusikan anggaran yang Bapak/lbu usulkan, (4)
seberapa besar pengaruh yang Bapak/lbu miliki dalam penentuan jumlah anggaran
final bidang yang menjadi tanggungjawab Bapak/1bu, (5) seberapa besar Bapak/Ibu
merasa mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran yang menjadi tanggung-
jawab Bapak/Ibu, dan (6) seberapa sering atasan Bapak/Ibu meminta pendapat atau
usulan Bapak/lbu selama penyusunan anggaran yang menjadi tanggungjawab
Bapak /Ibu. Format respon atas instrumen tersebut melalui 7 (tujuh) point skala likert
dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Koefisien crowbach alpha untuk
instrumen penelitian ini adalah 0,84 (Nouri dan Parker, 1998).

Tekanan sosial merupakan persepsi yang dirasakan eksekutf atas adanya
tekanan dari pihak luar. Tekanan yang dirasakan oleh pihak eksekutif berasal dari
tekanan legislatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau publikasi media yang
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mampu mempengaruhi keputusan dalam menetapkan alokasi anggaran. Variabel ini
divkur secara kualitatf untuk mengetahui persepsi tentang adanya tekanan sosial
sebagaimana yang dilakukan oleh Yuhertana (2004). Tekanan sosial diukur atas
persepsi yang dirasakan cksekutif atas tekanan dari legislatif, LSM, dan publikasi
media. [tem-item tersebut meliputi: (1) seberapa besar pengaruh tekanan legislatf
yang anda rasakan saat menyusun angparan, (2) seberapa besar pengaruh tekanan
lembaga swadaya masyarakat yang anda rasakan saat menyusun angparan, dan (3)
seberapa besar pengaruh tekanan media masa yang anda rasakan saat menyusun
anggaran, Format respon atas instrumen tersebut melalui 7 (tujuh) point skala likert
dari sangat rendah (1) sampai sangat tinggi (7).

Slack adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan
dengan jumlah estimasi terbaik dari organisasi. Bawahan cenderung mengajukan
angparan dengan metrendahkan pendapatan dan menaikkan belanja dibandingkan
dengan estimasi terbaik dari yang diajukan, sehingga target akan lebih mudah tercapai.
Variabel ini diukur secara kualitatf untuk mengetahui persepsi tentang kecende-
rungan untuk menciptakan slack sebagaimana yang dilakukan oleh Onsi (1973).
Instrumen yang digunakan adalah 6 (enam) item pertanyaan yang dilakukan untuk
mengukur |<m1dt~rungan menciptakan slek [tem-item tersebut terdiri dari: (1)
ukuran atau standar yang ditetapkan dalam angparan mendorong produktivitas yang
tinggi dalam unit yang menjadi tanggung jawab saya, (2) anggaran di bidang yang
menjadi tanggung jawab Saya dapat dicapai dengan aman, (3) saya harus secara
seksama memantau belaniafpendmm dalam bidang tanggung jawab Saya karena
kendala-kendala (batasan-batasan) dalam anggaran, (4) anggaran dalam bidang yang
menjadi tanggung jawab Saya tidak menuntut terlalu banyak dari Saya, (5) target-target
anggaran Saya tidak menyebabkan Saya harus secara khusus memperhatikan per-
baikan efisiensi dalam bidang yang menjadi tanggung jawab Saya, dan (6) target-target
yang ditentukan untuk dicapai dalam anggaran saya sulit dicapai. Format respon atas
instrumen tersebut melalui 7 (tujuh) point skala likert dari sangat tidak setuju (1)

sampal sangat setuju (7). Koefisien eronbach alpha untuk instrumen penelitian ini adalah
(0,88 (Dunk, 1993).

Variabel Kontrol
Umur

Umur merupakan faktor intrinsik yang diyakini mempengaruhi pencapaian
tarpet. Perbedaan umur akan berhubungan dengan kesulitan di dalam memproses
stimuli yang kompleks dan mengalokasikan perhatian kepada informasi (Plude dan
Hoyer dalam Jogiyanto, 2007). Dengan pertambahan umur membuat pegawai yang
lebih tua akan lebih terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh sosial (Morris dan
Venkatesh dalam Jogiyanto, 2007). Semakin tua umur seseorang, maka mereka
cenderung lebih mudah terpemruh dengan pengaruh sosial. Umur diklasifikasikan
dalam kategori nominal yaitu: 20-30 tahun =1; 31-40 tahun =2; 41-50 tahun = 3; dan
=51 tahun =4,
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Lama Kerja

Lama kerja merupakan variabel yang dapat menjelaskan pengalaman seseorang
berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh setelah mengerjakan
sesuatu hal.

Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006) menyatakan bahwa lamanya
ketja pegawal akan memperoleh pengalaman yang merupakan proses pembelajaran
dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal
maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai proses yang membawa seseorang
kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Semakin lama masa ketja seseorang,
maka akan semakin berpengalaman dalam menghadapi tekanan pihak manapun.
Lama ketja diklasiﬁkasi dalam nominal, yaitu: Umur diklasifikasikan dalam
kategori nominal yaitu: 0-5 tahun =1; 6-10 tahun = 2; 11-15 tahun = 3 16-20 tahun
= 4; 21-25 tahun = 5; dan =26 tahun = 6.

Model Penelitian
Model penelitian yang dikembangkan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dalam
penelitian ini adalah:

SA = bo + PP+ baTS + BaPPFTS + bal UM + hsllki + e e, (1)

Untuk menguji tekanan sosial mana yang lebih berpengaruh terhadap hubungan

partisipasi penyusunan anggaran dan slack, model yang dikembangkan adalah sebagai
berikut:

SA; = by + by PP+ b:TS_DPRD; + bsPPFTS_DPRD; + byUM; + bsLK; + e....(2a)
SAi = bo + by PP + baTS_LSM; + bsPPFTS_LSM; + byUM; + bsLK; + g ......... (2b)
SA; = by + by PP+ boTS_MED; + bsPPHTS_MED; + byUM; + bsLKi + ¢ ......... (2c)

Dimana:

SA = Nack

PP = Partisipasi Pengangparan
TS = Tekanan Sosial

TS DPRD = Tekanan Sosial dari DPRD
TS LSM = Tekanan Sosial dari LLSM
TS MED = Tekanan Sosial dari Media Masa
UM = Umur

LK = Lama Ketja

b = Konstanta

bi-bs = Koefisien Regresi

e = error

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui valid tidaknya item-item pertanyaan pada masing-masing
variabel dilakukan pengujian dengan faktor analisis. Uji faktor analisis ini dilakukan
terhadap nilai setiap variabel dengan varimax rotation. Sebelum dilakukan faktor analisis
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masing-masing instrumen variabel diharapkan memiliki nilai  Karrer-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adeguasi (Kaiser's MSA) lebih besar dari 0,50, Chia (1995)
menyatakan bahwa item-item yang terdapat dalam faktor analisis dan faktor lading
lebih dari 0,40 dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan tr:rs valid.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung conbach alpha. Hasil pengukuran
terhadap variabel tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih
terhadap gejala yang sama dapat ditunjukkan dengan nilai crowbach ajpba lebih dari 0,60
(Nunnaly, 1978).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis tingkat pengembalian kuisioner sebagai berikut:

Tabel 1.
Tingkat Pengembalian Kuisioner

No Keterangan Jumlah
1 Kuisioner yang dikirim kepada responden 300
2 Kuisioner yang tidak kembali (178)
3 Kuisioner yang kembali tetapi pengisian tidak lengkap (8)
e Kuisioner yang kembali tetapi tidak memenuhi kriteria (6)
5 Kuisioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk analisis

alchir 108

7

Tabel 1 menunjukkan b.ahwa jumlah kuisioner yang dikirim sebanyak 300
kuisioner dengan tingkat pengembalian sebesar 122 kuisioner (40,67%0), sedangkan
sisanya sebanyak 59,33% tdak a-mbali. Jumlah kuisioner yang kembali tersebut
selanjutnya hanya 108 kuisioner saja yang memenuhi kriteria untuk ditkutkan dalam
analisis akhir, sedangkan sisanya sebanyak 8 kuisioner (2,67%) tidak dapat diolah
karena kuisioner tidak diisi dengan lengkap oleh responden dan 6 kuisioner tidak
memenuhi kriteria sehingga jumlah kuisioner total yang digunakan dalam analisis
akhir adalah 108 kuisioner atau 36%.

Pen@an Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas untuk mengetahui seberapa baik instrumen mampu
mengukur konsep yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan
analisis faktor untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan
terklasifikasikan pada variabel yang telah ditentukan (cowstrwet palidity). Suatu variabel
dikatakan valid apabila memiliki faktor loading lebih besar dari 0,4 dan eigenvalue
lebih besar -::la (Hair et af, 1998).

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel partisipasi pen}-'usunarunggaran yang
terdiri dati 6 item pertanyaan berada pada kelompok 1, dan semua item pertanyaan
daan taktor loading di atas 0,4, Variabel tekanan sosial dari DPRD yang terdiri dari
1 item pertanyaan berada pada kelompok 3 dengan faktor fmﬂg semua item berada
diatas 0.4, Variabel tekanan sosial dari LSM yang terdiri dari 1 item pertanyaan berada

329




[SU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

pada kelompok 3 dengan faktor fsading semua item berada diatas 0,4, Variabel tekanan
slal dari MEDIA yang terdiri dari 1 item pertanyaan berada pada kelompok 3
dengan faktor feading semua item berada diatas 0,4. Sedangkan wariabel slack yang
terdiri dari 6 item pertanyaan berada pada kelompok 2, tetapi terdapat 2 item
pertanyaan dengan faktor /ading dibawah 0,4 yaitu item SAl dan SA2, sehingga
terpaksa dikeluarkan dari instrumen.

Tabel 2.
Analisis Faktor
Rotated Component Matrix(a)
Component
1 2 3 4 5
PP1 680
PP2 632
PP3 602
PP4 708
PP5 670
PP6 750
TS_DPRD 709
TS_LSM 887
TS MED 836
SAl
SA2
SA3 912
SA4 906
SAS5 667
SAG6 697

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 5 iterations.

Setelah dilakukan penghilangan dua bar pertanyaan yaitu SA1 dan SA2, maka
scluruh komponen yang tersisa memiliki faktor lnadmé? lebih besar dari 0.4 dan
efgenvalue lebih dari 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian

ini adalah valid.
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Tabel 3.
Hasil Pengujian Validitas

No | Variabel FEigenvalue | Loading Factor
1 Slack 2,627 0,723 — 0,869

2 Partisipasi penyusunan anggaran 3,171 0,539 — 0,752

3 Tekanan Sosial_ DPRD 1,834 0,709 — 0,709

4 Tekanan Sosial_LLSM 1,157 0,836-0,830

5 Tekanan Sosial MEDIA 1,891 0,887,887

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur
dapat diandalkan atau jika diulangi pengukurannya akan menghasilkan data yang tidak
berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung Crowbach’s alpba. Instrumen
penelitian penelitian ini reliabel apabila memiliki nilai eonbach’s alpha = 0,60. Berikut
ini adalah rangkuman hasil pengujian reliabilitas penelitian ini.

Uji reliabilitas terhadap slack mempunyai nilai ovwbach alpha sebesar untuk
senjangan, partisipasi penyusunan anggaran, tekanan sosial dari DPRD, tekanan sosial
dari LSM, dan tekanan sosial dari Media masing-masing sebesar 0,699, 0,680, 0,739,
0,720, dan 0,712 berturut-turut. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen ini
layak digunakan karena mempunyai nilai erosbach alpha lebih besar dari 0,60 (tabel 4)

Tabel 4.
Hasil Pengujian Reliabilitas
No | Variabel Cronbach’s Alpha
1 Stack 0,699
2 Partisipasi penyusunan anggaran 0,680
3 Tekanan Sosial_DPRD 0,739
4 Tekanan Sosial LSM 0,720
5 Tekanan Sosial MEDILA 0,712
Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian normalitas nmgunakan Owe-Sample Kolnmgorov Smimor dengan
tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas Asymp Sig (2-tailed) standardized residual
)del regresi diatas (0,05, maka dikatakan asumsi normalitas terpenuhi. Ouput hasil
pengujian normalitas tetlihat bahwa Asymp.Sig (2-taiked) bernilai lebih besar dari 0,05
yang berarti bahwa asumsi n(:-rmzlm terpenuhi.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel
independen. Apabila nilai tlerance kurang dari 0,10 atau variance inflation factor (VIF)
kurang dari 10 dapat dikatakan model regresi tidak terjadi multikolinearitas (Hair ez
al, 1998). Masing-masing variabel sebelum dan setelah memasukkan variabel
pemoderasi, VIF kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak
terjadi multikolinearitas.
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Penﬂn autokorelast dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson dengan
panduan du<DW<4-du uerarti tidak ada autokorelasi (Gujaratn, 2013). Hasil
pengujian menunjukkan nilai DW berada diantara du dan 4-du, schinppga dapat
disimalk:m bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengpunakan uji Gletjser
(Gujarati, 2013) dengan nilai residual absolut diregresi dengan variabel independen.
Apabila pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistis
signifikan maka terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hal pengujian
menunjukkan bahwa variabel dependen secara statistis tidak signifikan sehingpa dapat
disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Statistik Deskriptif

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi,
up::_ltt*nr dan kota di Indonesia. Data diambil dari menggunakan metode survey.
Tabel 1 melaporkan ringkasan statistk deskriptif mean, median, max, min, dan
standar deviasi dari keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian,

Tabel 5.
Statistik Deskriptif
. . . . Std.
™ Minimum | Maximum | Mean Median ..

Deviation
Partisipasi 108
Penyusunan 14 42| 32,833 | 32,553 5,415
anggaran
Tekanan sosial | 108 §) 21 1 11,296 | 10,322 3,319
Tekanan 108 7 -
sosial DPRD 2 4,065 > 1,794
Tekanan 108 7
sosial_LSM 2 3,583 3 1,341
Tekanan 108 7
sosial MEDIA ! 2,982 25 L3N
Slack 108 4 28 | 13,861 12,442 5,285
Umur 108 21-25 >46 | 4444 4,000 0,658
Lama Bekertja 108 0-5 =26 | 3204 3,000 1,096
Valid N 108
(listwise)

SA mengukur persepsi tentang kecenderungan untuk menciptakan shack. PP
mengukur seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam
menyusun anggaran daerah. TS mengukur persepsi yang dirasakan eksekutif atas
adanya ﬁnggif rendahnya tekanan dari pihak luar. TS_DPRD merupakan persepsi
vang dirasakan cksekutif adanya tinggi/rr:ndahn}-'a tekanan dari DPRD. TS _LSM
merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari
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LSM. TS_MED merupakan persepsi  vang dirasakan eksekutif adanya
tinggi/rendahnya tekanaari MEDIA MASA. UM dihitung merupakan umur
dengan kategori nominal 20-30 tahun =1; 31-40 ta =2: 41-50 tahun = 3; dan =51
tahun =4. Lama Beketja kategori nominal yaitu: 0-5 tahun =1; 6-10 tahun = 2; 11-15
tahun = 3; 16-20 tahun = 4; 21-25 tahun = 5; dan =26 tahun = 6.

Tabel 6
Pearson Correlation Matrix
PP SA TS1 TS2 TS3 UM LK
PP
SA 0,196
(0,042
Ts1 -0,230 0,129
(0,013) (0,183
TS2 0,027 0,064 0,432 .
0778 0511 0,000
TS3 0,022 0,118 0,501 == | 0,264 =
(0,822) (0,223) (0,000) (0,006)
UM 0,168 0057 0,061 0,078 0,124
(0,622) (0,559) 0,528 (00,420 (0,202
LK 0,612
0,176 0,007 0,002 0,077 0033 |
(0,069 {0,939 (0,987) (0,431} (0,733) | 0,000

* Correlation is significant at the (.05 level (2-tailed).
#* Correlation is significant at the (.01 level (2-tailed).

Tabel 6 melaporkan matriks korelasi pearson (p) antara PP, SA, TS1, TS2, dan
variabel kontrol. Korelasi yang rendah antar wvariabel yang mengukur slack
mengindikasikan bahwa ada pengaruh pnsia'ltara partisipasi penyusunan anggaran
terhadap slack. Korelasi antara PP dan SA positif dan signifikan (p=0,196, p-valwe =
0,042) menunjukkan bahwa PP mempengaruhi senjangann angparan secara positif,

Pengujian Hipotesis
Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Slack

Pengujian hipotesis pertama (H;) dilakukan menggunakan persamaan 1.
Pengujian ini menggunakan (model 1), yaitu regresi pertama menggabungkan ketiga
variabel tekanan sosial dan regresi kedua (model 2a-¢) dengan memisahkan masing-
masing tekanan sosial.

Tabel 7 untuk model regresi 1, menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan
pengangparan (PP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap slack (SA) yaitu
koefisien regresi sebesar (1,192 dengan p-ralne=0,042. Hasil positif dan signifikan pada
level 5 persen mengindikasikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menciptakan
potensi aparat daerah untuk melakukan shck pada saat pengusulan angparan
pendapatand dan belanja daerah.

Pengujian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran tethadap slack selanjutnya
diuji dengan cara memisahkan tekanan sosial kedalam masing-masing pengaruh

tekanan sosial yaitu tekanan sosial dari DPRD (2a), LSM (2b), dan Media Masa (2c).
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Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa PP bernilai positif dan signifikan dimana
koefisien regresi untuk tekanan sosial dart DPRD sebesar 1,181 dan p-rake=0,028,
koefisien regresi tekanan dari LSM sebesar 0,943 dan p-value=0,080, dan koefisien
regresi tekanan dari media masa sebesar 1,017 dengan p-ralne=0,053.

Tabel 7.
Pengujian hipotesis
Variabel Expected | g (2a) (2b) (2c)
hl.‘l-:"'ﬂ. ¥ £ ’ ¥
Itereen . 7,566 * | 130240 | 13028 #* | 13070 #*
e ' | wme * lopooy  * Jopom  * | ooon  *
op n 0,192 * | 181 #* | 0943 | o7 C
e e (0042 L 0028 I LY I | (0053 ]
i 0,178
s " (0,002)
1,009 *
= - _ »
PPeTS (0,095)
n 1,159 *
TS _DPRD 4
I e [0029) S — I
e + 0,359
TS_LSM (0,500
- n 0,690
TS_MED 0217
- 0836 *
PP*TS_DPRD
I - 10.061) S —— I
) 0,618
e TG ]
__“ T‘h—]“nf____ I R _Lwaosy i ]
. - 0,454
= - r »
__“ T‘h—m‘E___ N N EE.
Ut n 01,322 01,568 01,345 0,323
- (0,236) (0,291) (01,526) (01,564)
. + 0,105 0,469 0,271 0,327
I | 813 (0,300) sy | 0487
R2 01,039 0,098 0,053 0,059
Adjusted R2 0,031 0,053 0,047 0033
F-Staistik 4,254 = 2208 = | 1141 * 1279 =

SA mengukur persepsi tentang kecenderungan untuk mencptakan sack. PP
mengukur seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam
menyusun anggaran daerah. TS mengukur persepsi yang dirasakan eksekutif atas
adanya tinggifrtndahn}'a tekanan dari pihak luar. TS_DPRD merupakan persepsi
vang dirasakan eksekutif adanya tinggi,frcndahn}'a tekanan dari DPRD. TS LSM
merupakan persepst yang dirasakan eksekutif adanya tinggi,frcndahn}'a tekanan dari
LSM. TS_MED merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/
rendahnya tckanmari MEDIA MASA. UM dihitung merupakan umur dengan
kategori nominal 20-30 tahun =1; 31-40 tahun =2; 41-50 tahun = fmm =51 tahun
=4. LK merupakan Lama Bekerja dengan kategori nominal yaitu: (-5 tahun =1; 6-10
tahun = 2; 11-15 tahun = 3; 16-20 tahun = 4; 21-25 tahun = 5; dan >26 tahun = 6.
Nilai p-valne ditunjukkan dalam randa kurung,
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% sipnifikan pada level 0,01; **signifikan pada level 0,05; dan *signifikan pada level
0,1.

Jadi hipotesis pertama (H;) terdukung. Hal ini sejalan dengan penelitian Lukha
(1988); Young (1985); Suhartono (2006); Pahurutu (2005); Fani (2011); Rahmiati
(2013); Sandrya dan Wirawan (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan
angparan berpengaruh positif terhadap slack. Dengan kata lain, semakin tinggi derajat
partisipasi aparat daerah dalam proses penyusunan anggaran daerah maka semakin
tinggi potensi untuk menciptakan slck daerah.

Pengaruh Tekanan Sosial dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan
Anggaran dan Slack

Pengujian  hipotesis kedua (Hs) yaitu pengaruh moderasi tekanan sosial
dilakukan dengan melakukan regresi untuk pengaruh secara bersama-sama tekanan
sosial (model 1) dan memisahkan masing-masing tekanan sosial untuk melihat
pengaruh masing-masing variabel moderasi tekanan sosial terhadap sleck (model 2a,
2b, dan 2c¢). Pada Tabel 7 model (1) menunjukkan bahwa koefisien regresi PP*TS
scbhesar -1,009 dengan p-valne=0,095. Hasil regresi ini menunjukkan tekanan sosial
mampu mengurangl pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran. Dengan kata
lain, interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan tekanan sosial mem-
pengaruhi sk, Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap
slack akan tingpi apabila tekanan sosial rendah. Sebaliknya, pengaruh partisipasi dalam
uses penyusunan anggaran tethadap slzck akan rendah apabila tekanan sosial tinggi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan sosial berfungsi sebagai variabel
pemoderasi antara partisipasi penyusunan anggaran dan k.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penean Yuhertiana (2004) dan Stede
(2000) yang menunjukkan bahwa tekanan sosial merupakan variabel moderasi yang
mampu mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan slack.

Pengujian selanjutnya adalah untuk melihat dari ketiga variabel tekanan sosial,
tekanan sosial mana yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengurangi pengaruh
partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack. Pengujian dilakukan dengan cara
memisahkan pengaruh masing-masing tekanan sosial (DPRD, LSM, dan Media
Masa). Tabel 7 model 2a, 2b, dan 2c. Pengaruh masing-masing tekanan sosial sebagai
variabel moderasi dapat dilihat dari masing-masing koefisien regresi interaksi dari
PP*TS_DPRD, PP*TS_LSM, dan PP*TS_MED. Hasil pengujian atas ketiga variabel
tekanan sosial dari DPRD koefisien regresi sebesar -0,836 dan p-value=0,061.
Sedangkan koefisien regresi untuk tekanan sosial dari LSM dan Media Masa
menunjukkan hasil negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari
ketiga variabel moderasi hanya tekanan sosial dari DPRD yang mempengaruhi
hubungan antara partisipasi penyusunan angearan dan ek daerah.

Tekanan sosial dari LSM dan Media Masa juga dirasakan oleh para aparat
penyusunan anggaran daerah, namun intensitas dan dampaknya tidak sekuat tekanan
sosial dart DPRD. Tekanan sosial dari DPRD yang merupakan proses pengawasan
dan merupakan bagian formal dari proses penyusunan anggaran daerah lebih efektif
dalam menekan potensi terjadinya slack. Sedangkan ketetlibatan komponen masya-
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rakat melalui LSM dan Media Masa dalam pengawasan proses penyusunan anggaran
daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam menckan slack pendapatan
dan belanja daerah.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi partisipasi penyusunan anggaran
yvang mempengaruhi sk dengan tekanan sosial sebagai variabel moderasi serta
menginvestigasi tekanan sosial manakah yang mampu memberikan tekanan sosial
paling besar dalam menekan dysfungrional bebavior aparat pemerintah daerah. Hasil
peneliian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif
terhadap slack. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi
pen}-'lmlan anggaran maka kecenderungan menciptakan slack semakin tinggi juga.

Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan tekanan sosial
mempengaruhi slrek. Pengaruh  partisipasi dalam proses pea'usm:m anggaran
terhadap slck akan tinppi apabila tekanan sosial rendah. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa tekanan sosial berfungsi sebagai variabel pemoderasi antara
partisipasi penyusunan anggaran dan slack.

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu tekanan sosial manakah yang
mampu memberikala:kanan sosial paling besar, menunjukkan bahwa hanya tekanan
sosial dari DPRD yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan
angparan dan slack daerah. Dengan demikian, tekanan sosial dari DPRD secara
statistik mampu menekan dysgfunctional bebavior aparat pemerintah daerah dalam proses
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peneliian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya penelitian ini
aakukan melalui metode survei melalui kuisioner yang dikirim via email. Selain itu,
Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung kepada responden, sehingga
kemungkinan ada jawaban responden yang tidak sesuai dengan maksud pertanyaan
peneliti.
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